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PEMERINTAH KOTA BONTANG

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JI. Awang Long No. 1 Kota Bontang

BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor

Nomor : 470/ 64 /DKPS.1
Tanggal: 8 April 2019

1 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dimana setiap badan publik wajib melakukan
penguijian tentang konsekuensi mengenai informasi yang dikecualikan. Pada hari Rabu,
Tanggal 12 Juni 2019 bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Bontang, Kami pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pembantu)
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah mengadakan Uji Konsekuensi
Informasi Publik yang dikecualikan.

Hasil Uji Konsekuensi sebagai berikut :

NO JENIS KLASIFIKASI ALASAN DASAR HUKUM JANGKA
INFORMASI YANG WAKTU
DIKECUALIKAN
1 IP Address Menghindari terjadinya UU No.11 Th 2008 tentang Tidak terbatas
penyalahgunaan hak akses | Informasi dan Transaksi
Elektronik (ITE) pasal 30
2 Usemame dan Menghindari terjadinya UU No.11 Th 2008 tentang Tidak terbatas
Password Aplikasi SIAK | penyalahgunaan hak akses | Informasi dan Transaksi
Elektronik (ITE) pasal 30
3 Data Pribadi Penduduk Data perorangan tertentu a. UU No.14 Th 2008 tentang Dibuka pada
yang memuat: yang harus disimpan, KIP pasal 17 huruf i sampai dengan
a. Iris Mata dirawat dan dijaga b. UU No. 23 Th 2006 jo telah
b. Sidik Jari kebenaran serta dilindungi UU No. 24 Th 2013 diterbitkannya
c. Tanda Tangan kerahasiannya. tentang Administrasi Keputusan
d. Keterangan Kependudukan, Pasal 84 Mendagri/Guber
cacat fisik ayat 1&2, Pasal 85 ayat nur/Walikota
dan/atau mental 1,2&3 tentang ijin
e. Elemen data untuk
lainnya yang memperoleh
merupakan aib data pribadi
seseorang penduduk
4 Informasi Pengaduan Melindungi Hak Dasar a. UU No.14 th 2008 tentang e Dibuka
Masyarakat Manusia berdasarkan KIP apabila
konstitusi b. UU No.25 th 2009 tentang mememuhi
Pelayanan Publik permintaan
aparatur
penegak
hukum atas
perintah
pengadilan
e Permintaan
atau
persetujuan
sendiri
e Permintaan
institusi/lemba
ga
berdasarkan
ketentuan
perundang-
undangan
e Untuk
kepentingan
penelitian,
pendidikan
sepanjang
tidak
menyebut
identitas
pengadu
5 LHP (Laporan Hasil Apabila LHP belum final UU KIP No.14 Th 2008 Pasal 17 | Dibuka untuk
Pemeriksaan) ditindak lanjuti Huruf a kepentingan

pemeriksaan




dari pihak
instansi yang
berwenang

Telahan Staf

Apabila TS bersifat rahasia

UU KIP No.14 Th 2008 Pasal 17

Huruf h

Dibuka khusus
untuk
kepentingan
instansi tertentu

Memo/ Disposisi yang
bersifat rahasia

Bersifat rahasia

UU KIP No.14 Th 2008 Pasal 17

Huruf h

Dibuka khsusus
untuk
kepentingan
tertentu

Sanksi Hukuman Disiplin
Tertulis

Untuk melindungi aib
seseorang

UU KIP No.14 Th 2008 Pasal 17

Huruf h angka 4,5

Dibuka untuk
kepentingan
tertentu

Identitas PNS yang
mengajukan perceraian

Melindungi Hak Dasar
Manusia berdasarkan
konstitusi

a.

b.

UUD Negara RI Tahun 1945

pasal 28 s.d 28 h
UU KIP No. 14 Tahun 2008
pasal 17

e Dibuka
apabila
mememubhi
permintaan
aparatur
penegak
hukum atas
perintah
pengadilan

e Permintaan
atau
persetujuan
sendiri

e Permintaan
institusi/lemba
_ga berwenang

10

Data Usulan
pengangkatan PNS
dalam jabatan struktural

Sebagai dasar Penetapan
Kebijakan dalam
pembinaan PNS

a.

b.

C.

UUD Negara RI Tahin 1945
pasal 28 As.d 28 h

UU No. 14 Tahun 2008
tentang KIP pasal 17

PP No. 100 Tahun 2000
tentang Pengangkatan PNS

Dalam Jabatan Struktural Jo.

PP Np. 13 Tahun 2002
tentang Perubahan atas PP
No. 100 Tahun 2000

Terbatas sampai
dengan
pelantikan

11

Laporan Pajak-pajak
Pribadi (LP2P)

Melindungi Hak Dasar
Manusia berdasarkan
konstitusi

UU KIP No. 14 Tahun 2008
Pasal 17

e Dibuka
apabila
mememuhi
permintaan
aparatur
penegak
hukum atas
perintah
pengadilan

e Permintaan
atau
persetujuan
sendiri

¢ Permintaan
institusi/lemba
ga berwenang

12

Laporan Kinerja
Pegawai (SKP)

Melindungi Hak Dasar
Manusia berdasarkan
konstitusi

UU KIP No. 14 Tahun 2008
Pasal 17

e Dibuka
apabila
mememuhi
permintaan
aparatur
penegak
hukum atas
perintah
pengadilan

e Permintaan
atau
persetujuan
sendiri

e Permintaan
institusi/lemba
ga berwenang

13

Laporan Gaji Pegawai

Melindungi Hak Dasar
Manusia berdasarkan
konstitusi

UU KIP No. 14 Tahun 2008
Pasal 17

e Dibuka
apabila
mememubhi
permintaan
aparatur
penegak
hukum atas
perintah




pengadilan
Permintaan
atau
persetujuan
sendiri
Permintaan
institusi/lemba
ga berwenang

14 | Laporan hasil a. Laporan hasil UU No. 14 Tahun 2008 Dibuka
pemeriksaan kinerja pemeriksaan jika tentang KIP pasal 17; apabila
yang belum bersifat final dikuasai oleh PP no. 60 Tahun 2008 mememubhi

orang/pihak yang tidak tentang Sistem Pengadilan permintaan
terkait berpotensi terjadi Intern Pemerintah; aparatur
penyalah gunaan PP No. 79 tahun 2005 penegak
b. Laporan hasil tentaang Pedoman hukum atas
pemeriksaan belum Pembinaan dan perintah
bersifat final Pengawasan pengadilan
Penyelenggaraan Permintaan
Pemerintah Daerah; institusi/lemba
Peraturan Menpan ga audit resmi
No.PER/04/M.PAN/03/2008 pemerintah
tentang Kode Etik
Pengawasan Intern
Pemerintah
Peraturan Menpan
No.PER/05/M.PAN/03/2008
tentang Stanar Audit
Pengawasan Intern
Pemerintah
Peraturan Mendagri No. 28
Tahun 2007 tentang Norma
Penagawasan dan Kode
Etik Pejabat Pemerintah,
Lampiran | BAB Norma
Pelaporan huruf a

15 | Arsip Dinamis yang Untuk menjamin rekaman . UU No. 14 Tahun 2008 Dibuka
menurut Sifatnya kegiatan dan peristiwa tentang KIP Pasal 17 hurufi apabila
rahasia, seperti berjalan optimal UU No. 43 Tahun 2009 mememubhi
dokumen penawaran, tentang Kearsipan; permintaan
SPJ kegiatan, rincian PP No. 60 tentang Sistem aparatur
harga perkiraan sendiri, Pengadilan Itern penegak
dokumen kontrak dan Pemerintah; hukum atas
dokumen lainnyayang . PP No.79 Tahu 2005 perintah
bersifat rahasia tentang Pedoman pengadilan

pembinaan dan Permintaan
Pengawasan institusi/lemba
Penyelenggaraan Pemda; ga audit resmi

. Perpres No. 54 tahun 2010 pemerintah
tentang pengadaan e Terbatas
barang/jasa pemerintah; sampai
Peraturan Menpan lembaga yang
Np.PER/04/M.PAN/03/2008 berwenang
tentang kode etik melakukan
pengawasan Intern audit
pemerintah; keuangan dan
Peraturan Menpan terbit Laporan
Np.PER/05/M.PAN/03/2008 Hasil
tentang standar audit Pemeriksaan
pengawasan intern
pemerintah;

. Peraturan Mendagri No. 28
Tahun 2007 tentang Norma
Penagawasan dan Kode
Etik Pejabat Pemerintah dan
Kode Etik Pejabat
Pemerintah;

16 | Laporan Realisasi a. Laporan jika dikuasai . UU No. 14 Tahun 2008 Dibuka
Anggaran yang belum oleh orang/pihak yang tentang KIP pasal 17; apabila
bersifat final tidak terkait berpotensi . PP no. 60 Tahun 2008 mememubhi

terjadi penyalahgunaan tentang Sistem Pengadilan permintaan
b. Laporan belum bersifat Intern Pemerintah; aparatur
final PP No. 79 tahun 2005 penegak
tentaang Pedoman hukum atas
Pembinaan dan perintah
Pengawasan pengadilan
Penyelenggaraan Permintaan
Pemerintah Daerah; institusi/lemba
. Peraturan Menpan ga audit resmi
No.PER/04/M.PAN/03/2008 pemerintah
tentang Kode Etik Terbatas
Pengawasan Intern sampai




Pemerintah

. Peraturan Menpan

No.PER/05/M.PAN/03/2008
tentang Stanar Audit
Pengawasan Intern
Pemerintah

Peraturan Mendagri No. 28

lembaga yang
berwenang
melakukan
audit
keuangan dan
terbit Laporan
Hasil

Tahun 2007 tentang Norma Pemeriksaan
Penagawasan dan Kode
Etik Pejabat Pemerintah,
Lampiran | BAB Norma
Pelaporan huruf a
17 | Laporan Progronis yang . Laporan jika dikuasai . UU No. 14 Tahun 2008 Dibuka
belum bersifat final oleh orang/pihak yang tentang KIP pasal 17; apabila
tidak terkait berpotensi . PP no. 60 Tahun 2008 mememubhi
terjadi penyalahgunaan tentang Sistem Pengadilan permintaan
. Laporan belum bersifat Intern Pemerintah; aparatur
final . PP No. 79 tahun 2005 penegak
tentaang Pedoman hukum atas
Pembinaan dan perintah
Pengawasan pengadilan
Penyelenggaraan Permintaan
Pemerintah Daerah; institusi/lemba
. Peraturan Menpan ga audit resmi
No.PER/04/M.PAN/03/2008 pemerintah
tentang Kode Etik Terbatas
Pengawasan Intern sampai
Pemerintah lembaga yang
. Peraturan Menpan berwenang
No.PER/05/M.PAN/03/2008 melakukan
tentang Stanar Audit audit
Pengawasan Intern keuangan dan
Pemerintah terbit Laporan
Peraturan Mendagri No. 28 Hasil
Tahun 2007 tentang Norma Pemeriksaan
Penagawasan dan Kode
Etik Pejabat Pemerintah,
Lampiran | BAB Norma
Pelaporan huruf a
18 | Laporan Arus Kas dan . Laporan jika dikuasai UU No. 14 Tahun 2008 Dibuka
Laporan Aktivitas Dinas oleh orang/pihak yang tentang KIP pasal 17, apabila
yang belum bersifat final tidak terkait berpotensi . PP no. 60 Tahun 2008 mememubhi
terjadi penyalahgunaan tentang Sistem Pengadilan permintaan
. Laporan belum bersifat Intern Pemerintah; aparatur
final PP No. 79 tahun 2005 penegak
tentaang Pedoman hukum atas
Pembinaan dan perintah
Pengawasan pengadilan
Penyelenggaraan Permintaan
Pemerintah Daerah; institusi/lemba
. Peraturan Menpan ga audit resmi
No.PER/04/M.PAN/03/2008 pemerintah
tentang Kode Etik Terbatas
Pengawasan Intern sampai
Pemerintah lembaga yang
. Peraturan Menpan berwenang
No.PER/05/M.PAN/03/2008 melakukan
tentang Stanar Audit audit

Pengawasan Intern
Pemerintah

Peraturan Mendagri No. 28
Tahun 2007 tentang Norma
Penagawasan dan Kode
Etik Pejabat Pemerintah,
Lampiran | BAB Norma
Pelaporan huruf a

keuangan dan
terbit Laporan
Hasil
Pemeriksaan




Menyatakan bahwa informasi dan data tersebut diatas dari poin 1 s/d 18 disetujui
untuk digolongkan dalam klasifikasi informasi publik dalam golongan informasi yang
dikecualikan dengan alasan mengacu pada Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 tentang
KIP dan UU atau peraturan lain yang berlaku.

Demikian Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Tim Penguji:
No Nama Jabatan Tanda Tangan
1 Dra. HJ. Yuliatinur, MM Kepala Dinas : Zj—; .
. -
2 | Masliani, S.Sos, M.Si Sekretaris Wem

: .| Kepala Bidang Pelayanan
3 Mohamad Karnadi, S.Sos, M.Si Pandaftaman Panduduk /// ..%M—Q)‘
i

/ v
: - Kepala Bidang Pelayanan /& .
4 Dra. Mida Wardini Pencatatan Sipil 7

6 Mujinah, SE Kasubag Umum dan

. . Kepala Bidang PIAK dan
5 | Ismail, S.Sos, M.Si Pemanfaatan Data ﬁ"‘ﬁ\/

Kepegawaian /
Kasubag Perencanaan dan \
7 | Sumarlan, SE Kauahgsn \_/Z 'y
> <o 3
8 | Reny Eka Wahyuni, SE Kasi Identitas penduduk )/%—\1-. (

10 | Syariful Rachman, SE, MM Kasi Kelahiran dan Kematian qz
Kasi Perkawinan, Perceraian, i
11 | M. Asgaf, S.Ag Perubahan Status Anak dan

. Kasi Pindah Datang dan (@/q‘
9 Masnah, S.Sos Pendataan Penduduk
h
a kn

Pewarganegaraan

I
. Kasi Pengelolaan Informasi 4
12 | Muhammad Thamrin, S.Sos Admirietag] Kepeaaik T ﬁ/

\

13 | Nurvanti SE Kasi Kerjasama dan Inovasi ~ #
i Pelayanan




